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PETA BATAS RZ KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MAKASSAR
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Keterangan Peta

Sistem Grid Geografis

Datum Horizontal WGS 1984

Skala keteliian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan
format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan
Antarwilayah Selat Makassar

Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional
dan internasional

Sumber Peta

Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2018 yang diterbitkan oleh
Badan Infomasi Geospasial (BIG)

Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas edisi ketiga tahun
1953 dan Draft Special Publication S-23 ame and Limit of Ocean and Seas edisi
keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh International Hydrographic Organization
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PETA PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1:500.000

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut
Tatanan Kepelabuhanan Nasional

‘E]':,\) Pelabuhan Utama

<
\

&

Pelabuhan Pengumpul

D@

1) Pelabuhan Pengumpan Regional
i Pelabuhan Pengumpan Lokal
Tatanan Kepelabuhanan Perikanan
@ Pelabuhan Perikanan

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan
Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

Sentra Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap
dan/Atau Perikanan Budidaya

. Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
Pusat Industri Kelautan
@ Sentra Industri Maritim

. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis

- Datum Horizontal WGS 1984

- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak
sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang
Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar

- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk
telaah mikro

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas
administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh
Badan Informasi Geospasial (BIG)

- Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas

edisi ketiga tahun 1953 dan Draft Special Publication S-23 Name
and Limit of Ocean and Seas edisi keempat tahun 2002 yang
diterbitkan oleh International Hydrographic Organization |
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Batas Negara
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—‘ Batas Kewenangan Provinsi di Laut

Batas
—

R
r — — Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional

L — ' Tertentu

| Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis

- Datum Horizontal WGS 1984

- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta
ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari
Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi
Kawasan Antarwilayah Selat Makassar

- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat
digunakan untuk telaah mikro

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-
garis batas administrasi nasional dan
internasional

PRESIDEN
REPUBLIK

INDONESIA

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1:500.000

RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN PESISIR

ﬁ Kawasan Pemanfaatan Umum
Kawasan Pemanfaatan Umum, masih dimungkinkan untuk
menjadi peruntukan lainnya dalam rencana zonasi yang lebih
Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi
&—\‘ Indikasi Kawasan Konservasi
Kawasan Konservasi Lainnya sesuai Peraturan

Perundang-undangan
Kawasan Konservasi, masih dimungkinkan untuk menjadi

peruntukan lainnya dalam rencana zonasi yang lebih detil
Alur Laut

e Alur Lintas Kepulauan Indonesia

== == Alur Kabel Bawah Laut

®—e Alur Pipa Bawah Laut
@—— Alur Migrasi Penyu
@— Alur Migrasi Cetacea
©—— Alur Migrasi Tuna
@— Alur Migrasi Sidat

Alur Laut, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan
lainnya dalam rencana zonasi yang lebih detil

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh
Badan Informasi Geospasial (BIG)

- Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas

edisi ketiga tahun 1953 dan Draft Special Publication S-23 Name
and Limit of Ocean and Seas edisi keempat tahun 2002 yang
diterbitkan oleh International Hydrographic Organization |

- Peta Laut Indonesia Nomor 360 Tahun 2014, Peta Laut
Indonesia 361A Tahun 2013, dan Peta Laut Indonesia 365 Tahun
2013 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI

RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN
PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pariwisata

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

3U8¢{ Perikanan Tangkap

[ W9 | Perikanan Budi Daya

U]BF] Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Konservasi

W Indikasi Kawasan Konservasi Maritim
Alur Laut

T1.1
Alur Lintas Kepulauan Indonesia
T2
®—@ Alur Pipa Bawah Laut
T3
== = Alur Kabel Bawah Laut
T4.1
o0—

Alur Migrasi Penyu

9,
5

Alur Migrasi Cetacea

=
2
@

Alur Migrasi Tuna

5
H
Tm

Alur Migrasi Sidat
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REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN

ANTARWILAYAH SELAT MAKASSAR

KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL

NO. PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI

A. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas

1. Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan,

Teluk Palu) Provinsi Sulawesi Tengah

B. Program Pembangunan Kilang Minyak

3. Upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP) Provinsi Kalimantan Timur

Pengembangan lapangan Gendalo, Maha,
4. Gandang, Gahem, dan Bangka (Indonesian Provinsi Kalimantan Timur
Deepwater Development Project/IDD)

Pengembangan Lapangan Jangkrik dan
5. Jangkrik North East Wilayah Kerja Muara Provinsi Kalimantan Timur
Bakau

C. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta . ) )
6. . ) Provinsi Kalimantan Timur
Trans - Provinsi Kalimantan
7. Kawasan Industri Batulicin Provinsi Kalimantan
Selatan
8. Kawasan Ekonomi Khusus Palu Provinsi Sulawesi Tengah

D. Program . .

SK No 039203 A
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NO. PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
D. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
9. Pembangkltan Tenaga Listrik di Kota Provinsi Kalimantan Timur
Balikpapan
10. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Provinsi Kalimantan Timur
Bontang
11, Pem‘t?angkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
12. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur
Berau
13, Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur
Paser
14 Pemt?angkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara
15. Peml?ar.lgkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur
Kutai Timur
Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Kalimantan
16.
Kota Baru Selatan
17. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
18. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah
Donggala
19. Perpbaqgkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah
Toli-Toli
20, Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar
51, igr;bangknan Tenaga Listrik di Kota Pare- Provinsi Sulawesi Selatan

SK No 039204 A
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NO. PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI

29 Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan
Barru

03, Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan
Maros

04. Pembaqgkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan

95 Pf:mbangkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan
Pinrang

6. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan
Takalar

97 Pemba.ngkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju

08. Pembgngkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju Utara

29. Pembaqgkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat
Polewali Mandar

30. ll\’/{erpbangkltan Tenaga Listrik di Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat

ajene
31 Interkoneksi Kabel Laut/ Overhead Pulau Provinsi Kalimantan
’ Laut (Kota Baru) — Batulicin Selatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SK No 039205 A
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN MANTARWILAYAH SELAT MAKASSAR

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

WAKTU PELAKSANAAN

INSTANSI PELAKSANA

SUMBER i II 1 v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) | 2029 2034) 2039)

L.

DUKUNGAN PERWUJUDAN

STRUKTUR RUANG LAUT

A.

Susunan Pusat
pertumbuhan kelautan
dan perikanan

1.

Pengembangan
dan/atau
peningkatan fungsi
pusat pertumbuhan
kelautan dan
perikanan

SK No 017625 C
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA I WAK’[I}J PELAKSﬁ?AAN v
SSUEAREROGRAN CANE LOKASI PENDANAAN PENANGGUNG INSTANSI (2020- (2025- (2030- (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
1.1. Pengembangan . Kabupaten Anggaran Kementerian Kementerian
sentra kegiatan Kotabaru; Pendapatan Kelautan dan Agraria dan Tata
perikanan . Kabupaten Penajam | dan Belanja Perikanan (KKP) Ruang/Badan
tangkap Paser Utara; Negara (APBN), Pertanahan
dan/atau . Kabupaten Maros; Anggaran Nasional (Kemen.
perikanan budi . Kabupaten Pendapatan ATR/BPN),
daya Pangkajene dan Belanja Kementerian
Kepulauan; Daerah (APBD), Pekerjaan Umum

. Kabupaten Barru; dan/atau dan Perumahan
. Kabupaten Takalar; | sumber lain Rakyat (Kemen.
dan yang sah PUPR),
. Kabupaten Mamuju. Kementerian
Dalam Negeri
(Kemendagri), dan
Pemerintah
Daerah {Pemda)
1.2. Pengembangan . Kabupaten Takalar; | APBN, APBD, KKP Kemen.
Sentra kegiatan dan dan/atau ATR/BPN,
usaha . Kabupaten sumber lain Kemen. PUPR, .
pergaraman Pangkajene yang sah Kemendagri, dan
Kepulauan. Pemda

SK No 017626 C
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA I WAK’II‘}J PELAKS;\&\IAAN v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
Pengembangan
dan/atau
peningkatan fungsi
pusat industri
kelautan
2.1. Pengembangan 1. Kabupaten Takalar; APBN, APBD, KKP Kemen.
Sentra Industri dan dan/atau ATR/BPN,
Bioteknologi 2. Kabupaten Barru. sumber lain Kemen. PUPR,
Kelautan yang sah Kemendagri,
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin),
Badan Pengkajian
dan Penerapan
Teknologi (BPPT),
dan Pemda
2.2. Pengembangan 1. Kota Samarinda; APBN, APBD, KKP Kemen.
Sentra Industri |2. Kota Balikpapan; dan/atau ATR/BPN, —
Maritim dan sumber lain Kemen. PUPR,
3. Kota Makassar. yang sah Kemendagri,
Kemenperin,
BPPT, dan Pemda

SK No 017627 C
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Pelabuhan Tana
Paser/ Pondong;
Pelabuhan
Penajem Paser;
Pealbuhan Kuala
Semboja/ Sebulu
Pelabuhan
Samarinda;
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA i WAK’II‘;J PELAKSIIA}?IAAN v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
B. Sistem Jaringan
Prasarana dan Sarana
Laut
1. Peningkatan status
Pelabuhan Laut
1.1. Pelabuhan Pelabuhan APBN dan/atau | Kemenhub KKP dan Kemen.
Utama Balikpapan; dan sumber lain PUPR _
Pelabuhan yang sah
Pantoloan.
1.2. Pelabuhan Pelabuhan APBN dan/atau | Kemenhub KKP dan Kemen.
Pengumpul Sebuku; sumber lain PUPR —
Pelabuhan Kota yang sah
Baru;

SK No 017628 C
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INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN

USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER I il 111 v

PENDANAAN PENANGGUNG INSTANSI (2020- (2025- (2030- (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)

7. Pelabuhan Tanjung
Santan;

8. Pelabuhan Tanjung
Laut;

9. Pelabuhan Lhok
Tuan;

10. Pelabuhan
Sangatta;

11. Pelabuhan Maloy;

12. Pelabuhan Toli-
Toli;

13. Pelabuhan Wani;

14. Pelabuhan
Donggala;

15. Pelabuhan Belang-
Belang;

16. Pelabuhan
Mamuju;

17. Pelabuhan Pare-
Pare;

18. Pelabuhan . . .

SK No 017629 C
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Silopo/ Polewali;

-6 -
SUMBER INSTANSI PELAKSANA I WAK’I;}J PELAKS;\I}\IAAN v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
18. Pelabuhan
Garongkong; dan
19. Pelabuhan
Makassar.
1.3. Pelabuhan 1. Pelabuhan APBN, APBD, Kemenhub KKP, Kemen.
Pengumpan Serongga; dan/atau PUPR, dan Pemda
2. Pelabuhan Tanjung | sumber lain _
Batu; yang sah
3. Pelabuhan
Sangkurilang;
4. Pelabuhan
Ogoamas;
5. Pelabuhan Pasang
Kayu;
6. Pelabuhan Palipi;
7. Pelabuhan Majene;
8. Pelabuhan Tanjung

SK No 017630 C
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA I WAK’EIU PELAKSﬁ?AAN v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
9. Pelabuhan
Awerange; dan
10. Pelabuhan
Biringkasi.
1.4. Pelabuhan . Pelabuhan Malala; APBN, APBD, Kemenhub KKP, Kemen.
Pengumpan . Pelabuhan Budong- | dan/atau PUPR, dan Pemda _
Lokal Budong; sumber lain
. Pelabuhan Ambo; yang sah

. Pelabuhan
Popoongan;
. Pelabuhan
Marambombang;
dan
. Pelabuhan P.
Sabutung.
2. Penataan sebaran,
hierarki, dan
peningkatan peran
Pelabuhan
Perikanan

SK No 017631 C

2.1. Penumbuhan . . .




Bahari Maros;

. Pelabuhan

Perikanan Beba;

. Pelabuhan

Perikanan Polejiwa;

. Pelabuhan

Perikanan Kotabaru;

. Pelabuhan

Perikanan Manggar
Baru;

. Pelabuhan

Perikanan Kampung
Baru Tengah;

. Pelabuhan

Perikanan Tanjung
Limau.
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA I WAK’II‘;J PELAKSﬁII\IAAN v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
2.1. Penumbuhan . Pelabuhan APBN, APBD, KKP Kemen. PUPR dan
Ekonomi Perikanan Kasiwah; | dan/atau Pemda _
Jejaring . Pelabuhan sumber lain
Perikanan Bonto yang sah

SK No 017632 C
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA i WAK’I;}J PELAKSIAIII\IAAN I,
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
2.2. Penumbuhan . Pelabuhan APBN, APBD, KKP Kemen. PUPR dan
Ekonomi Perikanan Untia; dan/atau Pemda “
Industri . Pelabuhan sumber lain
Perikanan Donggala; | yang sah
. Pelabuhan
Perikanan Kasiwah;
dan
. Pelabuhan
Perikanan Ogotua.
II. DUKUNGAN PERWUJUDAN
POLA RUANG LAUT
A. Kawasan Pemanfaatan
Umum
1. Pengembangan dan zona U8 APBN dan/atau | KKP
pengelolaan  zona sumber lain
perikanan tangkap yang sah
2. Pengembangan dan zona U9 APBN KKP
pengelolaan  zona dan/atau
perikanan budi sumber lain
daya yang sah

SK No 017633 C
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA I WAK’II}J PELAKSIAIII\IAAN v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
Pengembangan zona U5 APBN dan/atau | Kementerian KKP dan Badan
zona Pertambangan sumber lain Energi dan Usaha Milik _
minyak dan gas yang sah Sumber Daya Negara (BUMN)
bumi Mineral (Kemen.
ESDM)

Pengelolaan  zona
pertahanan dan
keamanan
4.1. Pengendalian zona U1l8 APBN Kementerian Tentara Nasional

dampak Pertabanan | indonesia (1) RN

lingkungan di {Kemenhan)

wilayah

pertahanan
4.2. Pengalokasian zona U18 APBN Kemenhan TNI dan KKP

ruang  laut I

untuk

kepentingan

pertahanan

dan

keamanan

SK No 017634 C
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INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER I I1 11 WY
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
4.3. Peningkatan zona U18 APBN Kemenhan TNI
pengawasan _
dan
penegakan
hukum laut
5. Pengembangan zona Ul APBN dan/atau | Kementerian KKP dan Kemen.
zona pariwisata sumber lain Pariwisata PUPR _
yang sah (Kemenpar)
B. Kawasan Konservasi
1. Peningkatan zona C2 APBN dan/atau | KKP Kementerian

efektifitas sumber lain Lingkungan _

pengelolaan dan yang sah Hidup dan

pelindungan Kehutanan

Kawasan (KLHK),

Konservasi Kemendikbud,

Maritim dan instansi non

pemerintah
C. Alur Laut

SK No 017635 C
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA I WAK’II}J PELAKSIAI}\IAAN v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
Penetapan Alur |1. Pelabuhan APBN, APBD, Kemenhub TNI, KKP, dan
Pelayaran Masuk Balikpapan; dan/atau Pemda _
Pelabuhan dan |9 Ppelabuhan sumber lain
Alur Pelayaran Pantoloan; yang sah
Umgm dan 3. Pelabuhan Sebuku;
Perlintasan,
sistem rute, tata 4. Pelabuhan Kota
cara berlalu lintas Baru;
dan daerah labuh |5. Pelabuhan Tana
kapal sesuai Paser/Pondong;
kepentingannya 6. Pelabuhan Penajem
Paser;
7. Pelabuhan Kuala
Semboja/Sebuly;
8. Pelabuhan
Samarinda;
9. Pelabuhan Tanjung
Santan;
10. Pelabuhan Tanjung

SK No 017636 C

11. Pelabuhan . . .




PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER i i i v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) | 2029) | 2034) | 2039

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

Pelabuhan Lhok
Tuan;

Pelabuhan Sangatta;
Pelabuhan Maloy;
Pelabuhan Toli-Toli;
Pelabuhan Wani;

Pelabuhan
Donggala;

Pelabuhan Belang-
Belang;

Pelabuhan Mamuju;

Pelabuhan Pare-
Pare;

Pelabuhan
Makassar;

Pelabuhan Serongga;

Pelabuhan Tanjung
Batu;

Pelabuhan
Sangkurilang;

SK No 017637 C
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA 1 WAKTI}J PELAKS’;}?AAN =
USULAN PR
OGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 20309

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.

Pelabuhan Ogoamas;
Pelabuhan Pasang
Kayu;

Pelabuhan Palipi;
Pelabuhan Majene;
Pelabuhan Tanjung
Silopo/ Polewali;
Pelabuhan
Awerange;
Pelabuhan
Biringkasi;
Pelabuhan Malala;
Pelabuhan Budong-
Budong;

Pelabuhan Ambo;
Pelabuhan
Popoongan;
Pelabuhan
Marambombang;
dan

SK No 017638 C
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA I WAK’E}J PELAKS?}II\IAAN v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)
36. Pelabuhan P.
Sabutung.
2. Penataan, alur T2 APBN dan/atau | Kemenhub Kemen. ESDM

pengamanan, dan sumber lain dan KKP I
perawatan Jalur yang sah
Pipa Bawah Laut
Penggelaran, alur T3 APBN dan/atau | Kementerian Kemenhub dan
pengamanan, dan Sumber lain | Komunikasi dan | KKP T
perawatan Jalur yang sah Informasi
Kabel Bawah Laut (Kemenkominfo)
Alur migrasi biota
laut
4.1. Pengalokasian alur T4.1 APBN dan/atau | KKP KLHK dan

ruang dan sumber lain instansi non

pelindungan yang sah pemerintah

Alur Migrasi

Penyu

SK No 017639 C

4.2. Pengalokasian . . .
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SUMBER INSTANSI PELAKSANA I WAK’I;}J PELAKSII\I?AAN v
USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN | PENANGGUNG INSTANSI (2020- | (2025- | (2030- | (2035-
JAWAB TERKAIT 2024) 2029) 2034) 2039)

4.2. Pengalokasian alur T4.2 APBN dan/atau | KKP KLHK dan

ruang dan sumber lain instansi non

perlindungan yang sah pemerintah

Alur Migrasi

Cetacea
4.3. Pengalokasian alur T4.5 APBN dan/atau | KKP KLHK dan _

ruang dan sumber lain instansi non

perlindungan yang sah pemerintah

Alur Migrasi

Tuna
4.4. Pengalokasian alur T4.6 APBN dan/atau | KKP KLHK dan

ruang dan sumber lain instansi non

perlindungan yang sah pemerintah

Alur Migrasi

Sidat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya
EN LERIAN SEKRETARIAT NEGARA ttd.

N JOKO WIDODO
ﬁ;}‘g‘ng Hukum dan

Bdarig-undangan,
N AT
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